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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN
A. 
Kesimpulan

1. Penyebab anggota Polri diduga menerima uang dari keluarga tersangka di Polres Batu Bara tidak dapat dilepaskan dari adanya hubungan antara anggota yang pernah menangani perkara dengan keluarga tersangka yang sedang mencari keringanan hukuman. Berdasarkan BAP, komunikasi antara Salmah sebagai istri tersangka Muhammad Yusuf dengan AIPDA Afriadi berkembang menjadi pemberian uang sebesar Rp 80.000.000,00 yang disebut berkaitan dengan biaya pengurusan keringanan hukuman. Kemudian ditambahi terduga pelanggar terpaktakan telanggar Kode Etik Polri sehingga di sidang kan oleh  KKEP (Komisi Kode Etik Polri) inkrah  hukuman  mutasi demosi selama 2 Tahun dan Patsus (Penempatan Khusus) di ruang si propam selama 30 hari. Faktor penyebabnya meliputi adanya kesempatan, komunikasi informal, kepercayaan keluarga tersangka kepada anggota, keterlibatan pihak ketiga, dan lemahnya batas profesional anggota dalam menjaga hubungan dengan pihak berperkara.

2. Pemeriksaan terhadap anggota Polri yang diduga menerima uang dilakukan melalui mekanisme Propam Polres Batu Bara dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan terhadap terduga pelanggar. Pemeriksaan tersebut memuat identitas terduga, riwayat tugas, dasar laporan, perkara narkotika yang pernah ditangani, hubungan dengan keluarga tersangka, kronologi penerimaan uang, penggunaan uang, pengembalian sebagian uang, serta pengakuan bahwa pemberian uang suap kepada pejabat dalam proses hukum tidak dibenarkan. Dengan demikian, pemeriksaan dilakukan secara bertahap untuk menilai apakah perbuatan tersebut memenuhi pelanggaran Kode Etik Profesi Polri.

3. Sanksi yang dapat diberikan kepada anggota Polri yang terbukti menerima uang dari keluarga tersangka dapat berupa sanksi etik, sanksi disiplin, dan dalam keadaan tertentu dapat berkembang menjadi proses pidana apabila memenuhi unsur tindak pidana. Sanksi etik dapat meliputi pernyataan perbuatan tercela, permintaan maaf, pembinaan, mutasi demosi, hingga rekomendasi pemberhentian tidak dengan hormat apabila perbuatan dinilai berat dan merusak kehormatan institusi. Penentuan sanksi harus memperhatikan nilai uang, tujuan pemberian, posisi anggota, manfaat pribadi, dampak terhadap kepercayaan masyarakat, serta pembuktian dalam sidang etik.
B. 
Saran
1. Propam Polres Batu Bara diharapkan memperkuat pengawasan terhadap anggota yang menangani perkara sensitif, khususnya perkara narkotika, agar tidak terjadi komunikasi informal dengan keluarga tersangka yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan atau dugaan transaksi perkara.

2. Setiap anggota Polri diharapkan menjaga batas profesional dengan pihak berperkara dan menolak secara tegas segala bentuk pemberian uang, hadiah, atau permintaan bantuan yang berkaitan dengan proses hukum. Apabila ada keluarga tersangka yang membutuhkan penjelasan hukum, anggota sebaiknya mengarahkan mereka kepada prosedur resmi dan penasihat hukum.

3. Polres Batu Bara diharapkan meningkatkan pembinaan kode etik, integritas, serta sosialisasi kepada masyarakat mengenai mekanisme pengaduan Propam. Dengan demikian, masyarakat memahami bahwa pengurusan perkara tidak boleh dilakukan melalui pemberian uang kepada aparat, sedangkan anggota Polri juga semakin sadar bahwa setiap pelanggaran etik dapat merusak kepercayaan publik terhadap institusi Polri.
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